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I SALINAN I

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 226 TAHUN 2014

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAHrKHUSIJS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Ayat (2) Peraturan
Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah,
perlu menetapkan Peraturan Gubernur ten~ang Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Kebersihan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang~Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;

3. Undang-Undang Nomer 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara
Kesatuan Republik Indonesia;

5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Pei'undang-undangan;

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan
Fur.gsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;

10. Peraturan Pe;nerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

13. Peratutan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Uang Negara/ Daerah; .

14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah;

15. Peratura!l Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006· tentang
Pedonian Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri NoTTior 21 Tahun 2011;

17. Petaturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola
Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daorah Khusus Ibukota
Jakarta;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan Sampah;

19. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah 2030;

20. PeraturanDaerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan
Sampah;

21. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014· tentang Organisasi
Perangkat Daerah; 0

MEMUTUSKAN :.

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KEBERSIHAN.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintah2n daerah.

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jai<arta. .
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4. Sekretariat Daerah acalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daen~h Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.

6. ABisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup adalah Asisten
Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah.

7. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya
disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah
Provihsi Daerah Khusus Ibui<ota Jakarta.

8. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah
Eadan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta;

9. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut
Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi
Birokrasi Sekretariat Daerah; .

1O. Dina~ Kebersihan adalah Dinas Kebersihan Provim;i Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.

11. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebersihan.

12. Wakil Kepala Dinas adalah Wakil Kepala Dinas Kebersihan

13. Kota Administrasi ad2.lah Kota Administrasi di Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.

14. Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan
Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. .

15. Walikota adalah Walikota Kota Administrasi.

o

16. Bupati adalah Bupati Kabupaten Administrasi.

17.Suku Dinas Kebersihan yang juga disebut Suku Dinas adalah Suku
Dinas Kebersihan pada Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.

18. Kepala Suku Dinas adalah Kepala Suku Dinas Kebersihan.

19. Kecamatan adalah Kecamatan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota 0
Jakarta.

20. Camat adalah Camat di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

21. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ib'Jkota Jakarta.

22. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD
adalah Unit Kerja atau Subordinat SKPD.

23. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan
pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh
pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu
jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnyadan digaji
berdflsarkan peraturan perundang-undangan.

24. Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara· Indonesia yang
memenuhi syarat tertentlJ, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil
Negara secara tetap oleh pejc:bat pembina kepegawaian untuk
menduduki jabatan pemerintahan.
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25. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah warga negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat
berd~sarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam
rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

26. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-h;.'lri oleh manusia dan/atau
proses alam yang berbentuk padat termasuk yang bersumber dari
mahluk hidup;

27. Darat adalah jalan, taman, jalur hijau, Jembatan Penyebrangan
OranOg (JPO), Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan/atau
sejenisnya.

28. Badan air adalah kumpulan air yang besarnya antara lain bergantung
pada relief permukaan bumi, kesarangan batuan pembendungnya,
curah hujan, suhu dan sebagainya, misalkan sungai, rawa, danau,
laut dan samudera.

29. Pesisir adalah tanah datar di sekitar pantai di Kepulauan Seribu dan
Teluk Jakarta;

30. Pantai adalah pertemuan antara daratan dan lautan di wilayah
Kepulauan Seribu dan Teluk Jakarta dalam radius 1 mill (1800 m)
laut;

31. Pengelolaan Sampah adalah upaya mengelola dengan cara tertentu,
agar sam~ah dimaksud memenuhi baku mutu sampah yang
ditetapkan;

o

32. Penanganan Kebersihan adalah suatu rangkaian proses tata kelola
kebersihan yang melingkupi kegiatan antara lain pemilahan,
pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan dan pembuangan akhir;

33. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS
adalah tempat penampungan sementara sampah di Iingkungan
pemukiman masyarakat;

34. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat
TPST adalah tempat pengolahan sampah terpadu di tempat tertentu;

35. Tempat Pemprosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah
tempat pemrosesan akhir sampah; 0

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pas212
,

(1) Dinas Kebersihan merupakan unsur pelaksana 9tonomi' daerah di
bidang kebersihan.

(2) Dinas Kebersihan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur
melalui Sekretaris Daerah.

(3) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas Kebersihan dibantu
oleh seorang Wakil Kepala Dinas, yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(4) Dinas Kebersihan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
dikoordinasikan oleh Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup.
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Pasal 3

(1) Dinas Kebersihan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan
kebersihan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat· (1),
Dinas Kebersihan menyelenggarakan fungsi : .

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
dinas kebersihan;

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen peh3ksanaan
anggaran Dinas Kebersihan;

c. penyusunan kebijakan, pedorr.an dan standar teknis penanganan
sampah;

d. perencanaan, penyediaan, pendistribusian, penempatan, pemeliharaan,
perawatan dan pemanfaatan prasarana dan sarana penanganan
sampah;

e. pengawasan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi
pemanfaatan, ketersediaan, kelaikan dan kecukupan prasarana
dan sarana penanganan sampah;

f. pemantauan, evaluasi, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, 0
penempatan, pengolahan dan pemanfaatan sampah;

g. penelitian/pengkajian, pengembangan, penerapan dan pemasyarakatan
sistem, metode dan/atau teknik pengolahan dan teknik pemanfaatan
sampah yang efektif, efisien, mudah, tepat, murah dan ramah
Iingkungan;

h: pemantauan, evaluasi dan 'penanganan sampah pada seluruh
willlyah daerah/kota Jakarta secara rutin, konsisten dan
berkesinambungan sehingga terjamin kebersihan kota secara
baik;

i. pembangunan, pengembangan, pembinaan, pengawasan, pemantauan,
pengendalian dan evaluasi perilaku kebiasaan dan ketaatan
penduduk membuang sampah pada tempat yang tepat;

j. pembangunan, pengembangan, pembinaan, pengawasan, pemantauan,
pengendalian dan evaluasi partisipasi masyarakat dalam
penanganan, pengolahan dan pemanfaatan sampah;

k. penegakan peraturan perundang-undangan daerah di bidang
kebersihan; 0

I. pemantauan, pengawasan dan pengendalian sampah padat di
kall, banlaran kali, sungai, danau, waduk, situ, prasarana dan
sarana umum, permukiman, perumahan, area kerja, badan air,
taman dan jalur hijau;

m. pengembangan kerja sama dan kemitraan dengan berbagai pihak .
dalam pengelolaan sampah padat; .

n. pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan dan
pertanggungjawaban penerimaan retribusi bidang pelayanan

.kebersihan;
u. pengawasan dan pengendalian izin di bidang kebersihan;
p. pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat

daerah di bidang pengelolaan sampah padat;
q. penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan

porawatan prasarana dan sarana di bidang kebersihani
r. pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang Dinas Kebersihan;
s. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Dinas Kebe~ihan;

t. pengelolaan kearsipan, data dan iilformasi Dinas Kebersihan; dan
u. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi

Dinas Kebersihan.
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BAB III

ORGANISASI

Bagian Ke5atu

Susunan Organisasi

Pasal4

(1) Susunan organisasi Dinas Kebersihan, sebagai berikut :

a. Kepala Dinas;

b. Wakil Kepala Dinas;

c. Sekretariat, terdiri dari :
1. Subbagian Umum;
2. Subbagian Kepegawaian;
3. Subbagian Perencanaan dan Anggaran; dan
4. Subbagian Keuangan.

d. Bidang Teknik Pengelolaan Kebersihan, terdiri dari :
1. Seksi Pembinaan Teknik Kebersihan;
2. Seksi Pengembangan Teknik Pengelolaan Kebersihan; dan
3. Seksi Pengujian I<ebersihan.

f. Bidang Pengendalian Kebersihan, terdiri dari :
1. Seksi Pengendalian Kebersihan Darat;
2. Seksi Pengendalian Kebersihan Badan Air dan Pesisir Pantai;

dan
3. Seksi Penindakan Pelanggaran Kebersihan.

g. Bidang Prasarana dan Sarana Kebersihan, terdiri dari :
1. Seksi Penyediaan;
2. Seksi Penyimpanan dan Penyaluran; dan
3. Seksi Pemeliharaan.

h. Bidang Peran Serta Masyarakat, terdiri dari :
1. Seksi Pengembangan Peran Serta Masyarakat;
2. Seksi Pembinaari Usaha Kebersihan; dan
3. Seksi Penyuluhan dan Hubungan Masyarakat.

I. Syku Dinas Kebersihan Kota Administrasi;

j. Suku Dinas Kebersihan Kabupaten Administrasi;

k. Unit Pe!aksana Teknis;

I. Seksi Dinas Kebersihan Kecamatan; dan

~.

o

o

m. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi Dinas Kebersihan adalah sebagaimana
tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur inl.

Bagian Kedua

Kepala Dinas

Pasal 5

Kepala Dinas mempunyai tugas:

a. Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi
Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
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b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat, Bidang,
Suku Dinas Kebersihan, Unit Pelaksana Teknis dan Kelompok
Je-batan Fungsional;

c. melaksanakan koordinasi dan kerja sarna dengan SKPD/UKPD·
dan/atau Instansi pemerintah/swasta dalam rangka pelaksanaan tugas
dan fungsi Dinas; dan

d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan
fungsi Dinas.

Bagian Ket:ga

Wakil Kepala Dinas

Pasal 6

(1) Wakil Kepala Dinas mernpunyai tugas :

a. mernbantu Kepala Dinas dalam memimpin pelaksanaan tugas dan
fungsi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;

b. menyelenggarakan koordinasi dan pengendalian atas pelaksanaan
kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas;

c. merpbantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan koordinasi dengan
SKPD/UKPD dan Instansi Pemerintah/swasta dan masyarakat; 0

d. merhbantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan pelaksanaan
tugas dan fungsi Bidang, Suku Dinas dan Unit Pelaksana Teknis;

e. n16rpbantu Kepala Dinas dalam pengembangan sistem
pengendalian internal Dinas Kebersihan;

f. memberikan masukan atau pertimbangan kepada Kepala Dinas
dalam penetapan kebijakan dan regulasi teknis di bidang
kebersihan; .

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
h. mewakili Kepala Dinas apabila Kepala Dinas berhalangan

melaksanakan tugasnya.

(2) Wakil Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di
bawah dan bertangg·ungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Keempat

Sekretariat

Pasal?

(1) Sekretpriat merupakan unit kerja staf Dinas Kebersihan.

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Dinas yang berkedudukan
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal8

(1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan administrasi Dinas.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Sekretariat;

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Sekretariat;

c. pengoordinasian penyusunan rencana strategis dan rencana kerja
dan anggaran Dinas;

d. ~elaksanaan monitoring, pengendalian, dan eva!'Jasi pelaksanaan
rencana strategis dan dokumen peiaksanaan anggaran Dinas oleh
unit kerja Dinas;

e. pengoordinasian penyusunan kebijakan dan regulasi teknis bidang
. kebersihan;

o



8

f. peng~lolaan kepegawaian, keuangan dan barang Dinas; .
g. peml::.lnaan dan pengembangan tenaga fungsional dan tenaga

teknis kebersihan; . .
h. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dar. surat-menyurat Dinas;
i. pengelolaan kearsipan Dinas; .
j. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Dinas;
k. perrteliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kantor,

termasuk asrama Dinas;
I. pengelolaan teknologi informasi Dinas;
m. pemungutan, pencatatan, penyetoran. pelaporan penerimaan

retribusi kebersihan;
n. pengkoordinasian penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan

dan akuntabilitas Dinas; dan
o. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi

Sekretariat.

Pasal9

(1) Subbagian Umum merupakan Satuan Kerja Sekretariat dalam
pelaksEl:1aan administrasi umum Dinas.

(2) Subbagian Umum dipimpin oleh seorang. Kepala Subbagian yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada' Sekretaris 0
Dinas.

(3) Su!:Jbagian Umum mempunyai tug as:

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;

.b. melaksanakan dakumen pelaksanaan anggaran sekretariat sesuai
dengan Iingkup tugasnya;

c. melaksanakan kegiatan pengelolaan surat menyurat dan
kerumahtanggaan Dinas;

d. melaksanakan kegiatan pengelolaan kearsipan Dinas;
e. melaksanakan kegiatan pemeliharaan kebersihan, keindahan,

keamanan dan ketertiban kantor Dinas;
f. melpksanakan kegiatan pemeliharaan dan perawatan bangunan

gedung dan peralatan kerja kantor Dinas; .
g. melaksanakan pengelolaan ruang rapatlruang'pertemuan Dinas;
h. melaksanakan kegiatan publikasi, upacara dan pengaturan acara

Dinas;
i. menghimpun, menganalisa dan mengajukan kebutuhan peralatan 0

kp-rja kantor Dinas;
j. menerima, menatausahakan. menyimpan dan mendistribusikan

peralatan kantor Dinas;
k. 'menyampaikan dokumen penerimaan, penyimpanan, pendistribusian

dan penghapusan barang kepada Subbagian Keuangan untuk
dibukukan; dan

I. melaparkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Subbagian Umum.

Pasal 10

(1) Subbagian Kepegawaian merupakan Satuan Kerja Sekretariat dalam
pelaksanaan pengelalaan kepegawaian Dinas.

(2) Subbagian Kepegawaian dipimpin aleh seorang Kepala Subbagian
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Sekretaris Dinas.

(3) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis' dan rencana kerja dan
anggaran Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokur.1en pelaksanaan
anggaran Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;
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c. melaksanakan kegiatan penatousahaan kepegawaian Dinas;
d. melaksanakan pengurusan kesejahteraan pegawa Dinas;
e. melaksanakan kegiatan pengembangan karir pegawai Dinas;
f. melaksanakan kegiatan pembinaan, pengendalian dan evaluasi disiplin

pegawai Dinas;
g. menghimpun, mengolah, menyajikan dan memelihara data,

informasi dan dokumen kepegawaian; dan
h. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas

Subbagian Kepegawaian.

Pasal11

(1) Suhbagian Perencanaan dan Anggaran merupakan Satuan Kerja
Sekretariat dalam pelaksanaan tugas perencanaan dan
pe'1ganggaran Dinas..

. (2) Subbagian Perencanaan dan Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala
Subbagian yang berkedudukan di bawah· dan bertanggung jawab
kepada Sekretaris Dinas.

(3) Subbagian Perencanaan dan Anggaran mempunyai tugas:

menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran sekretariat sesuoi dengan lingkup tugasnya;
melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran sekretariat sesuai dengan Iingkup tugasnya;
menghimpun bahan dan menyusun rencana strategis dan rencana
kerja dan anggaran Dinas;
inengoordinasikan penyusunan bahan rencana strategis dan
rencana kerja dan anggaran Sekretariat;
melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
rencana s~ra1:egis, dan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas oleh
unit kerja Dinas; .
melaksanakan kegiatan pengelolaan sistem informasi;
memberikan bimbingan dan konsultasi teknis perencanaan dan
laporan terhadap unit kerja Dinas;
menghimpun bahan dan menyusun laporan kinerja, kegiatan dan
akuntabilitas Dinas; .
me9goordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja,
keglatan dan akuntabilitas Sekretariat; dan
melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
SUbbagii:m Perencanaan dan Anggaran.

Pasal 12

(1) Subbagian Keuangan merupakan Satuan Kerja Sekretariat dalam
pelaksanaan pengelolaan keuangan Dinas:

(2) Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepal'1 Subbagian yang
berkedudukan di bawah dan bertanggun~ jawab kepada Sekretaris
Dinas. .

(3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas:
a. menyusun bahan renC,lna strategis dan rencana kerja dan

anggaran sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. mel~ksanakan renC'1na strategis dan dokumen pelaksanaan

anggaran sekretariat sesuai dengan Iingkup tugasnya; .
c. melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan Dinas;
d. menghimpun dan menyusun bahan pertanggungjawaban keuangan

Dinas; .
e. menerima, meneliti dan menguji kelengkapan serta memproses

surat permintaan keuangan (SPP) yang diajukan oleh bendahara;
f. menghimpun bahan dan menyusun laporan keuangar. Dinas;
g. melaksanakan analisis dan evaluasi nilai dan manfaat aset Dinas;
h. mencatat, membukukan dan menyusun akuntansi aset Dinas;
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i. memberikan bimbingan dan konsultasi teknis penyusunan laporan
dan bahan pertanggungjawaban keuangan terhadap unit kerja
Dinas;

j. melaksanakan proses penerbitan surat perintah membayar;
k. mengoordinasikan tugas Bendahara;
I. menerima, mencatat, membukukan, menyetorkan dan melaporkan

penerimaan retribusi kebersihan
m. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangr.1n Sekretariat; dan
n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas

Subbagian Keuangan.

Bagian Kelima

Bidang Teknik Pengelolaan Kebersihan

Pasal13

(1) Bidang Teknik Pengelolaan Kebersihan merl'pakan unit kerja lini
Dinas dalam pengembangan teknik pengelolaan kebersihan.

(2) Bidang Teknik Pengelolaan Kebersihan dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas.

Pasa! 14

(1) Bidang Teknik Pengelolaan Kebersihan mempunyai tugas melakukan
pembinaan teknik,pengembangan teknik dan pengujian pengelolaan
kebersihan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bidang Teknik Pengelolaan Kebersihan menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan
. anggaran Bidang Teknik Pengelolaan Kebersihan;

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Bidang Teknik Penge[olaan Kebersihan;

c. penyusunan bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis di
bidang teknik pengelolaan kebersihan;

d. pelaksanaan analisis spesifikasi teknik pengelolaan kebersihan;
e. pelaksanaan teknis pengelolaan kebersihan;

.. f. pengkajian dim pengujian kelayakan rencana investasi dan
kerjasama pengelolaan kebersihan;

g. pemantallan dan penelitian kegiatan pengelolaan kebersihan;
h. pelaksanaan koordinasi pembinaan teknik operasional pengelolaan

kebersihan;
i. pelaksanaan penelitian, pengembangan dan evaluasi teknologi

pengelolaan kebersihan;
j. pemasyarakatan penerapan dan penggunaan/pemanfaatan hasil

penelitian, pengembangan dan evaluasi teknik pengelolaan
kebersihan; dan

k. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi
Bidang Teknik Pengelolaan Kebersihan.

Pasal 15

(1) Seksi Pembinaan Teknik Kebersihan merupakan Satuan Kerja Bidang
Teknik Pengelolaan Kebersihan dalam pelaksanaan pembinaan teknik
pengelolaan kebersihan.

(2) S"eksi Pembinaan Teknik Kebersihan dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepalq Bidang Teknik Pengelolaan Kebersihan.

(3) Seksi Pembinaan Teknik Kebersihan mempunyai tugas :
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a. menyusun bahan rencalla strategis dan rencana .kerja dan
anggaran Bidang Teknik Pengelolaan Kebersihan sesuai dengan
lingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Bidang Teknik Pengelolaan Kebersihan sesuai dengan
Iingkup tugasnya;

c. me!iyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis bentuk
kerjasama dan kemitraan dalam pengelolaan kebersihan;

d. menyusun prosedur dan standarisasi operasional pengelolaan
kebersit)an;

e. melakukan kegiatan pembinaan teknik pengelolaan kebersihan;
f. melaksanakan koordinasi kegi<ltan operasional pengelolaan

kebersihan antar wilayah, SKPD/UKPD dan/atau instansi
pemerintah/swasta serta masyarakat;

g. melaksanakan perencanaan dan analisis spesifikasi teknis
pengelolaan kebersihan; .

h. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Seksi Pembinaan Teknik Kebersihan.

Pasal 16

(1) Seksi Pengembangan Teknik Pengelolaan Kebersihan merupakan
Satuan. Kerja Bidang Teknik Pengelolaan Kebersihan dalam
pengetnbangan teknik pengelolaan kebersihan.

(2) Seksi Pengembangan Teknik Penge!olaan Kebersihan dipimpin oleh
seoran,g Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab ~epada Kepala Bidang Teknik Pengelolaan Kebersihan. .

(3) Seksi Pengembangan Teknik Pengelolaan Kebersihan mempunyai
tugas:

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja d~ln

anggaran Bidang Teknik Pengelolaan Kebersihan sesuai dengan
Iingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Bidang Teknik Pengelolaan Kebersihan sesuai dengan
Iingkup tugasnya;

c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan regula&i teknis studi
kelayakan, metode dan teknologi pengelolaan kebersihan;

d. mengkaji dan mengoordinasikan rencana investasi kegiatan
pengelolaan kebersihan;

e. melaksanakan kegiatan pengembangan teknologi pengurangan dan
pemanfaatan sampah;

f. menganalisis dan mengevaluasi kegiatan pengelolaan kebersihan;
g. melaksanakan kegiatan perencanaan manajemen keberslhan; dan
h. melaPorkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas

Sek~i Pengembangan Teknik Pengelolaan Kebersihan.

Pasal 17

(1) Seksi pengujian Kebersihan merupakan Satuan Kerja Bidang Teknik
Penge!olaan Kebersihan dalam pelaksanaan [Jengujian kebersihan.

(2) Seksi Pengujian Kebersihan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang Teknik Pengelolaan Kebersihan.

(3) Seksi Pengujian Kebersihan mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Bidang Teknik Pengelolaan Kebersihan sesuai dengan
Iingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Bidang Teknik Pengelolaan Kebersihan sesuai dengan
Iingkup tugasnya;
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c. mellyusun bahan kebijakan dan regulasi teknis pengujian
kebersihan;

d. melaksanakan kegiatan pemantauan terhadap pencemaran
lingkungan yang diakibatkan oleh pengelolaan sampah;

e. melaksanakan koordinasi dan fasilitas uji coba/pengembangan
replikasi kemitraan dan pengujian fasilitas peralatan kebersihan
dengan Instansi terkaitlmitra kerja;

f. melaksanakan penelitian pengolahan, manfaat dan pemanfaatan
sampah;

g. melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala
terhadap tempat pembuangan sampah sementara dan/atau tempat
pemprosesan akhir;

h. merlgoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja
dan anggaran Bidang Teknik Pehgeloiaan Kebersihan;

i. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan
dan akuntabilitas Bidang Teknik Pengelolaan Kebersihan; dan

j. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Seksi Pengujian Kebersihan.

Bagian Keenam

Bidang Pengendalian Kebersihan

Pasal18

(1) BidanQ Pengendalian Kebersihan merupakan Unit Kerja Iini Dinas
. Ke!:Jersihan dalam pengendalian kebersihan.

(2) Bidang Pengendalian Kebersihan dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas.

Pasal 19

(1) Bidang Pengendalian Kebersihan mempunyai tugas menyelenggarakan
pengendalian kebersihan dan melakukan penindakan terhadap
pelanggar kebersihan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bidang Pengendalian Kebersihan menyelenl;l9ara,kan fungsi :

a. penyllsunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Bidang Pengendalian Kebersihan;

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Bidang Pengendalian Kebersihan;

c. penyusunan bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis di
bidang pengendalian kebersihan

d. pelaksanaan pengawasan terhadap penanganan kebersihan darat,
badan air dan pesisir pantai oleh Suku Dinas, Unit Pelaksana
Teknis, dan mitra usaha di bidang kebersihan;

e. pengoordinasian penanganan kebersihan darat, badan air dan
pesisir pantai;

f. pengawasan terhadap pengolahan dan pemanfaatan sampah oleh
mitra kerja;

g. pelaksanaan pEmgawasan penggunaan prasarana dan sarana kerja
teknis kebersihan;

h. pengoordinasian pelaksanaan pengendalian penanganan
kebersihan;

i. pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran peraturan
perundang-undangan di bidang kebersihan;

j. pengoordinasian pelaksanaan penegakan peratura'l perundang­
undangan di bidang kebersihan; dan

k. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi
Bidang Pengendalian Kebersihan.



o

o

13

Pasal20

(1) Seksi Pengendalian Kebersihan Darat merupakan Satuan Kerja
Bidang Pengendalian Kebersihan dalam pelaksanaan pengendalian
kebersihan darat.

(2) Seksi Pengendalian Kebersihan Oarat dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang Pengendalian Kebersihan.

(3) Seksi Pengendalian Kebersihan Darat mempunyai tugas:

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Bidang Pengendalian Kebersihan sesuai dengan lingkup
tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dok:Jmen pelaksanaan
anggaran Bidang Pengendalian Kebersihan sesuai dengan Iingkup
tugasnya;

c. melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengendalian terhadap
penanganan, pengelolaan dan pemanfaatan sampah oleh mitra
usaha di bidang kebersihan;

d. melaksanakan kegiatan koordinasi pengawasan dan pengendalian
kebersihan darat;

e. melaksanakan kegiatan koordinasi pengawasan dan pengendalian
penar.ganan sampah dan penggunaan alat angkut sampah, dengan
SKPD/UKPD, Suku Dinas Kebersihan, Unit. Pelaksana Teknis
dan/atau instansi pemerintah terkait; dan

f. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Seksi Pengendalian Kebersihan Darat.

Pasal21

(1) Seksi Pengendalian Kebersihan Badan Air' dan Pesisir Pantai
merupakan Satuan Kerja Bidang Pengendalian Kebersihan dalam
pelaksanaan Pengendalian Kebersihan Badan Air dan Pesisir Pantai.

(2) Seksi Pengendalian Kebersihan Badan Air dan Pesisir Pantai
dipimpin .oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah-dan
bflrtanggungjawab Kepala Bidang Pengendalian Ke~ersihan.

(3) Seksi Pengendalian Kebersihan Badan Air dan Pesisir Pantai
mempunyai lugas:

a.menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Bidang Pengendalian Kebersihan sesuai dengan Iingkup
tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Bidang Pengendalian Kebersihan sesuai dengan lingkup
tugasnya;

c. melaksanakan kegiatan rengawasan dan pengenda!ian terhadap
penanganan, pengelolaan dan pemanfaatan sampah oleh mitra
kerja di bidang kebersihan;

d. melaksanakan kegiatan koordinasi pengawasan dan pengendalian
kebersihan badan air dan pesisir pantai; .

e. melaksanc:kan kegiatan koordinasi pengawasan dan pengendalian
kebersihan sampah dan penggunaan alat angkut sampah, dengan
SKPD/UKPD, Suku Dinas Kebersihan, Unit Pelaksana Teknis
dan/atau instansi pemerintah terkait;

f. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja
dan anggaran Bidang Pengendalian Kebersihan;

g. mengoordinasikan penyusuilan laporan keuangan, kinerja, kegiatan
dan akuntabilitas Bidang Pengendalian Kebersihan; dan

h. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanarm tugas
Seksi Pengendalian Kebersihan.
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Pasal22

(1) Seksi Penindakan Pelanggaran Kebersihan merupakan Satuan Kerja
Bidang Penanganan dan Pengendalian Kebersihan dalam pelaksanaan
kegiatan penindakan pelanggaran kebersihan.

(2) Seksi Penindakan Pelanggaran Kebersihan dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Bidang Penanganan dan Pengendalian Kebersihan.

(3) Seksi Penindakan Pelanggaran Kebersihan mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strateg:s dan rencana kerja dan
anggaran Bidang Penanganan dan Pengendalian Kebersihan
sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Bidang Penanganan dan Pengendalian Kebersihan
sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. melakukan kegiatan patroli kebersihan secara regular, konsisten
dan berkesinambungan;

d. melaksanakan penindakan terhadap pelanggi'lr kebersihan baik
secara yustisial maupun non yustisial;

e. melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran
peraturan perundang-undangan di bidang kebersihan;

f. mel1goordinasikan pelaksanaan penegakan peraturan perundang­
undangan di bidang kebersihan;

g. merlyiapkan bahan dan mengusulkan penjatuhan disinsentif
terhi'ldap badan usaha dan/atau pelaku usaha kebersihan yang
tidak melaksanakan pengolahan sampah; dan

h. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Seksi Penindakan Pelanggaran Kebersihan.

Bagian Ketujuh

Bidang Prasarana dan Sarana Kebersihan

Pasal23

(1) Bidang Prasarana dan Sarana Kebersihan merupakan Unit Kerja lini
Dinas Kebersihan dalam penyediaan, penerimaan, penyimpanan dan
pendistribusian, inventarisasi, pemeliharaan dan perawatan prasarana
dan sarana kerja teknis kebersihan.

(2) Bidang Prasarana dan Sarana Kebersil1an dipimpin oleh seorang
Kepa1a Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas.

Pasal 24

(1) Bidang Prasarana dal1 Sarana Kebersihan mempunyai tugas
melaksanakan penyediaan, penerimaan, penyimpanan, penc1istribusian,
inventarisasi, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja
teknis kebersihan.

(2) Umuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
BidangPrasarana dan Sarana Kebersihan menyelenggarakan fungsi :

a. penyusu'nan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Bidang Prasarana dan Sarana Kebersihan;

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Bidang Prasarana dan Sarana Kebersihan;

c. penyusunan bahan k;ebijakan, pedoman dan standarteknis di
bicang prasarana dan sarana kebersihan;

d. penyusunan kebutuhan penyediaan, pemeliharaan dan perawatan
prasarana dan sarana kerja teknis kebersihan;
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e. penyediaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian dan
pelaporan prasarana dan sarana kerjc. teknis kebersihan;

f. perTieliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja teknis
kebersihan;

g. pelaksanaan inventarisasi, evaluClsi dan pelaporan ketersediaan
dan kelaikan prasarana dan sarana kerja teknis kebersihan;

h. pelaksanaan pengujian teknis kelaikan prasarana dan sarana kerja
teknis kebersihan;

i. penghimpunan dan pengajuan penghapusan prasarana dan sarana
kerja teknis kebersihan yang tidak laik pakai;

j. pengelolaan gudang induk penyimpanan prasarana dan sarana
kerja teknis kebersihan;

k. pengelolaan bengkel utama perawatan prasarana dan sarana kerja
teknis kebersihan; dan

I. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanClan tugas dan fungsi
Bidang Prasarana dan Sarana Kebersihan.

Pasal25

(1) Seksi Penyediaan merupakan Satuan Kerja Bidang Prasarana dan
Sarana Kebersihan dalam pelClksanaan penyediaan prasarana dan
sarana kerja teknis kebersihan.

(2) Seksi Penyediaan dipimpin oieh 'seorang Kepala Seksi yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang Prasarana dan Sarana Kebersihan.

(3) Seksi P8nyediaan mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja· dan
anggaran Bidang Prasarana dan Sarana Kebersihan sesuai dengan
Iingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Bidang Prasarana dan Sarana Kebersihan sesuai dengan
Iingkup tugasnyCl;

c. me~yusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis
.penyediaan prasarana dan sarana kerja teknis kebersihan;

d. menghimpun dan menyusun analisa kebutuhan penyediaan
prasarana dan sarana kerja teknis kebersihan; .

e. melaksanakan proses penyediaan prasarana dan sarana kerja
teknis kebersihan; .

f. melaksanakan pencatatan hasil pengadaan prasarana dan sarana
kerja teknis kebersihan; dan

g. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Seksi Penyediaan.

Pasc.I26

(1) Seksi Penyimpanan dan Penyaluran merupakan Satuan Kerja Bidang
Prasarana dan Sarana Kebersihan dalam pelaksanaan penyimpanan
dan pendistribusian prasarana dan sarana kerja teknis kebersihan.

(2) $eksi Penyimpanan danPenyaluran d;pimpin oleh seorang Kepala
Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Kebersihan.

(3) Se:<si Penyimpanan dan Penyaluran mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Bidang Prasarana dan Sarana Kebersihan sesuai dengan
lingkup tugasnya; .

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Bidang Prasarana dan Sarana Kebersihan sesuai
dengan Iingkup tugasnya;
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c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis
penyimpanan dan penyaluran prasarana dan sarana kerja teknis
kebersihan;

d. mengeluarkan dan menyalurkan prasarana dan sarana kerja teknis
kebersihan dari gudang induk sesuai perintah Kepala Dinas;

e. mel<3ksanakan kegiatan pencatatan dan pelaporan penerimaan,
penyimpanan dan penyaluran prasarana dan sarana kerja teknis
kebersihan;

f. menata, mengurus dan mengadministrasikan prasarana dan sarana
kerja teknis kebersihan yang disimpan dalam gudang dan tempat
penyiinpanan lainnya;

. g. merlghimpun dan mengajukan penghapusen prasarana dan sarana
kerja teknis kebersihan yang tidak laik pakai;

h. menyajikan dan melaporkan persedian prasarana dan sarana kerja
teknis kebersihan yang disimpan di gudang dan tempat
penyimpanan lainnya;

i. mertyerahkan dokumen asli prasarana dan sarana kerja teknis
kebersihan kepada Sekretariat dan menyimpan dokumen tindasan
prasarana dan sarana kerja teknis kebersihan; dan

j. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Seksi Penyimpanan dan Penyaluran.

Pasal27

(1) Seksi Pemeliharaan merupakan Satuan Kerja Bidang Prasarana dan
Sarana Kebersihan dalam pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan
perawatan prasarana dan sarana kerja teknis kebersihan.

(2) Seksi Pemeliharaan dipimpin olehseorang Kepala Seksi yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang Prasarana dan Sarana Kebersihan.

(3) Seksi pemeliharaan mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Bidang Prasarana dan Sarana Kebersihan sesuai
dengan lingkup tugasnya; .

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Bidang Prasarana dan Sarana Kebersihan sesuai
dengan lingkup tugasnya;

c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis
pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja teknis
kebersihan; , .

d. mel;;lksanakan kE:!giatan penelitian teknis langsung kelaikan
prasarana dan sarana kerja teknis kebersihan;

e. menyusun.rencana pemeliharaan/perawatan prasarana dan sar.ana
kerj;;l teknis kebersihan;

f. melaksanakan pemeliharaan/perawatan prasarana dan sarana
kerja teknis kebersihan;

g. mengelola bengkel utama perawatan prasarana dan Sqrana kerja
teknis kebersihan;

h. melflksanakan pencatatan dan pelaporan pemeliharaan/perawatan
prasarana dan sarana kerja teknis kebersihan;

i. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana
kerja dan anggaran Bidang Prasarana dan Sarana Kebersihan;

j. me~goordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja,
keglatan dan akuntabilitas Bidang Prasarana dan Sarana
KeQersihan; dan

k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Seksi Pemeliharaan.
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Bagian Kedelapnn

Bidang Peran Serta Masyarakat

Pasal28

(1) BidanQ Peran Serta Masyarakat merupakan Unit Kerja lini Dinas
Kebersihan unluk. pengembangan peran aklif masyarakat dalam
pengelolaan kebersihan.

(2) Bidang Peran Serta Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas.

Pasal29

(1) Bidang Peran Serta Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan
pembinaan dan pengembangan peran aktif masyarakat dengan
inslansi terkail dan milra usaha dalam pengelolaan kebersihan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bidang Peran Serta Masyarakal menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan bahan rencana strategis.· dan rencana kerja dan
anggaran Bidang Peran Serla Masyarakal;

b. pelaksanaan rencana slralegis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Bidang Peran Serta Masyarakat;

c. penyusunan kebijakan dan regulasi teknis di bidang peran serta
masyarakal dan usaha kebersihan;

d. pembinaan masyarakat, pelaku usaha dan mitra kerja lainnya untuk
berperan serta dalam memelihara dan menjaga kebersihan
lingkungan;

e. pelayanan informasi kebersihan kepada SKPD/UKPD, Instansi
Pemerintah/swasta dan masyarakat;

f. perTiasyarakatan, penerapan, penggunaan dan pemclnfaatan hasil
penelitian, pengembangan dan evaluasi kebersihan;

g. pemberdayaan masyarakal, pelaku usaha dan mitra kerja lainnya
dalam pendayagunaan hasil pengolahan sampah;

h. pelaksanaan publikasi kegialan Dinas; .
i. pengoordinasian survey respon masyarakat terhadap kebersihan

kota;
j. pengembangan dan pemanfaatan serta menindaklanjuti hasil

survey masyarakal lerhadap kebersihan kota untuk meningkatkan
kualitas kebersihan kola;

k. pelaksanaan fasilitasi, penerimaan, analisis dan penyelesaian
permasalahan kebersihan dari masyarakat;

I. pendokumentasian kegialan Dinas; dan
m.pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi

Bidang Peran Serta Masyarakat.

Pasal 30

(1) Seksi Pengembangan Peran Serla Masyarakat merupakan Satuan
Kerja Bidang Peran Serta Masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan
pengembangan peran serta masyarakat.

(2) Seksi Pengembangan Peran Serta Masyarakal dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah .dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang Peran Serla Masyarakat.

(3) Seksi Pengembangan Peran Serta Masyarakal mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana slralegis dan rencana kerja dan
anggaran Bidang Peran Serta Masyarakat sesuai dengan Iingkup
tugasnya;



a.

b.

c.

d.

e.

0 f.

g.

h.

i.

j.

o

18

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Bidang Peran Serta Masyarakat sesuai dengan lingkup
tugasnya;

c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis peran
serta masyarakat dan institusi pendidikan dalam pengelolaan
kebf.lrsihan;

d. melaksanakankegiatan pelatihan kader pengelola kebersihan;
e. membina dan memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan

kawasan yang bersih dan ramah lingkungan;
f. membentuk, membina dan mengembangkan lembaga masyarakat

pengelola kebersihan;
g. memasyarakatkan, menerapkan, menggunakan dan memanfaatkan

hasil penelitian, pengembangan dan evaluasi kebersihan;
h. membentuk, membina dan mengembangkan kelompok masyarakat

pengelola lingkungan bersih; dan
i. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas

Seksi Pengembangan Peran Serta masyarakat.

Pasal31

(1) Seksi Pembinaan Usaha Kebersihan merupakan Satuan Kerja Bidang
Peran Serta Masyarakat dalam pelaksanaan Pembinaan Usaha
Kebersihan.

(2) Seksi Pembinaan Usaha Kebersihan dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepal~ Bidang Peran Serta Masyarakat.

(3) Seksi Pembinaan Usaha Kebersihan mempunyai tugas :

menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Bidang Peran Serta Masyarakat sesuai dengan lingkup
tugasnya; .
melaksanakan . rencana strategis dar. dokumen pelaksanaan
anggaran Bidang Peran Serta Masyarakat sesuai dengan lingkup
tugasnya;
menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis
pembinaan usaha kebersihan;
menyiapkan bahan dan mengusulkan pemberian insentif pada
badan usaha dan pelaku usaha kebersihan;
melaksanakan kegiatan promosi, pemasaran dan pameran hasil
usara dan produk daur ulang yang ramah lingkungan;
melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan badan usaha dan
pelClku usaha dalam pengolahan sampah menjadi produk/komoditas;
menumbuhkembangkan kepedulian badan usaha dan pelaku
usaha program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk bidang
kebersihan;
mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana
ke~ja dan anggaran Bidang Peran Serta Masyarakat;
mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja,
kegiatan dan akuntabilitas Bidang Peran Serta Masyarakat; dan
melaporkan dan mempeltanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Seksi Pembinaan Usaha Kebersihan.

Pasal32

(1) Seksi Penyuluhan dan Hubungan Masyarakat merupakan Satuan
Kerja Bidang Peran Serta Masyarakat dalam pelaksanaan kehumasan

. kebersihan.

(2) Seksi Penyuluhan dan Hubungan Masyarakat dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertangg.ung jawab
kepada Kepala Bidang Peran Serta Masyarakat.
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(3) Seksi Penyuluhan dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Bidang Peran Serta Masyarakat sesuai dengan lingkup
tugClsnya;

b. melaksanakan . rencana strategis Llan dokumen pelaksanaan
anggaran Bidang Peran Serta Masyarakat sesuai deng<;ln Iingkup
tug~snya; ,

c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis
penyuluhan, hubungan masyarakat dan survey respon masyarakat
terhadap kebersihan kota;

d. memproses penyelesaian permasalahan kebersihan yang diterima
dari masyarakat; .

e. melaksanakan kegiatan pendokumentasian kegi<;ltan Dinas;
f. melaksanakan publikasi k3giatan Dinas;
g. melaksanakan penyuluhan pengolahan sampah kepada

SKPD/UKPD, Instansi Pemerintah/swasta dan masyarakat;
h. melaksanakan pelayanan informasi kebersihan kepada

SKPD/UKPD, Instansi Pemerintah/swasta dan onasyarakat;
i. melljadi juru bicara Dinas Kebersihan;
j. melaksanakan fasilitasi akses publik terhadap Dinas; dan
k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas

Seksi Penyuluhan dan Hubungan Masyarakat.

Bagian Kesembilan

Suku Dinas Kebersihan Kota Administrasi

Pasal33

(1) Suku Dinas Kebersihan merupakan Unit Kerja Dinas Kebersihan pada
Kota Administrasi.

(2) Suku Dinas Kebersihan dipimpin oleh seorang Kepala Suku Dinas
yang secara teknis dan administrasi berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kebersihan, serta secara
operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Walikota.

Pasal34

(I) Suku Dinas Kebersihan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan
kebersihan di wilayah Kota Administrasi.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Suku Dinas
Kebersihan menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Suku Dinas;

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Suku Dinas;

c. pelaksanaan kegiatan penanganan kebersihan di wilayah kota
Admnistrasi serta pengangkutan sampah dari TPS dan/atau
sejenisnya, door to door, taman dan jalur hijau ke TPSTITPA;

d. pelaksanaan perencanaan teknis di bidang kebersihan yang
melayani Suku Dinas yang bersangkutan, kecamatan, kelurahan
dan/atau instansi lain yang membutuhkan di wilayah kota
administrasi masing-masing;

e. pel<;lksanaan koordinasi perencanaan teknis dengan dinas;
f. pelaksanaan koordinasi evaluasi dan pengembangan metode

pengelolaan kebersihan;
g. pelaksanaan koordinasi pengujian teknik kebersihan di wilayah

kota administrasi;
h. pelaksanaan pengendalian kegiatan penanganan kebersihan di

wilayah kota Administrasi;
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i. penyusunan kebutuhan penyediaan, pemeliharaan dan perawatan
kendaraan operasional pengangkut sampah sesuai dengan lingkup
~gMn~; .

j. pelaksanaan penyediaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana,
sarana dan kendaraan operasional pengangkut sampah sesuai
dengan lingkup tugasnya;

k. pengelolaan kearsipan Suku Dinas;
I. pengendalian kepatuhan masyarakat t6rhadap peraturan

perulldang-undangan di bidang kebersihan;
m.pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan peran serta

masyarakat dalam pengelolaan kebersihan; .
n. penerimacn, penatausahaan, penyetoran dan pertanggungjawaban

ratribusi kebersihan Iingkup Kota Administrasi;
o. pengelolaan kepegawClian, keuangan, dan barang Suku Dinas;
p. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan surat-menyurat Suku

Dinas;
q. pelaksanaan publikasi kegiatan, upacara dan pengaturan acara

Suku Dinas;
r. pengelolaan gudang cabang penyimpanan prasarana dan sarana

kerjl3 teknis kebersihan;
s. pengelolaan bengkel pendukung, pemeliharaan/perawatan

prasarana dan sarana kerja teknis kebersihan; dan
t. pel~poran dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi

Suku Dinas Kebersihan.

(3) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi
Suku Dinas Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf t,
untuk teknis administrasi disampaikan Kepala Suku Dinas kepada
Kepala Dinas dan untuk operasional disampaikan Kepala Suku Dinas
kepadi;l Walikota.

Pasal 35

Susunan organ·isasi Suku Dinas Kebersihan Kota Administrasi terdiri dari :

a. Kepala Suku Dinas;
b. Subbagian Tata Usaha;
c. Seksi Pengendalian Kebersihan;
d. Seksi Penanggulangan Kebersihan;
e. Seksi Peran Serta Masyarakat;
f. Seksi Prasarana dan Sarana; dan
g. Subkelompok Jabatan Fungsional.

Pasal36

Kepala SUku Dinas mempunyai tugas:
.,

a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Suku
Dinas ~ebagaimana dimaksud dalam Pasal 34;

b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas. Subbagian, Seksi dan
Subkelompok Jabatan Fungsional;

c. melaksanakan kerjasama dan koordinasi dengan SKPD/UKPD dan
In~tansi Pemerintah/swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan
fungsi Suku Dinas; dan

d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan
fungsi Suku Dinas. .

Pasal37

(1) Subbagian Tata Usaha inerupakan satuan kerja staf Suku Dinas
Kebersihan dalam pelaksanaan administrasi Suku Dinas.

(2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku
Dinas Kebersihan .

.'
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(3) Suubagian Tata Usaha mempunyai tugas :

a. me~yusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Suku Dinas sesuai dengan Iingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Suku Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja
dan anggaran Suku Dinas;

d. melaksanakan monitoring, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan
dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas;

e. menghimpun dan menyusun target penerimaan retribusi
kebersihan;

f. menerima dan menyetorkan hasil pungutan retribusi ke Kas
Daerah;

g. melaksanakan pengelolaan kepegawaian Suku Dinas;
h. melaksanakan pengelolaan keuangan Suku Dinas;
i. melaksanakan pengelolaan barang Suku Dinas;
j. melaksanakan surat-menyurat Suku Dinas;
k. 'melaksanClkan kegiatan pengelolaan kearsipan Suku Dinas;
I. melaksanakan penyediaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana

dan peralatankerja Suku Dinas;
m. memelihara kebersihan, keindahan, keamanan, dan ketertiban

kantor Suku Dinas;
n. melaksanakan pengelolaan ruang rapatlpertemuan Suku Dinas;
o. melaksanakan publikasi kegiatan, upacara dan pengaturan acara

Suku Dinas;
p. merierima, menyfmpan dan mendistribusikan peralatan kantor Suku

Dinas;
q. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan

dan akuntabilitas Suku Dinas; dan
r. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas

Subbagian Tata Usaha.

Pasal 38

(1) Seksi Per.gendalian Kebersihan merupakan Satuan Kerja lini Suku
Dinas dalam pelaksanaan pengendalian kebersihan.

(2) Seksi Pengendalian Kebersihan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Suku Dinas.

(3) Seksi Pengendalian Kebersihan mempuilyai tugas :

a. meriyusun .bahan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Suku Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Suku Dinas sesuai dengan Iingkup tugasnya;

c. melaksanakan pengendalian kepatuhan masyarakat terhadap
peraturan perundang-undangan di bidang kebersihan;

d. melaksanakan koordinasi penegakan peraturan perundang­
undangan di bidang kebersihan;

e. melaksanakan pemantauan langsung kebersihan darat, badan air,
taman, dan jalur hijau;

f. melaksanakan penetapan dan pengendalian pembayaran
kewajiban retribusi oleh wajib retribusi kebersihan;

g. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas Seksi Dinas
Kebersihan Kecamatan; dan

h. melaporkan dan mem.pertanggungjawabkan pelaksanilan tugas
Seksi Pengendalian Kebersihan.
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Pasal39

(1) Seksi Penanggulangan Kebersihan merupakan satuan kerja lini Suku
Dinas Kebersihan dalam pelaksanaan penanggulangan kebersihan.

(2) Seksi Penanggulangan Kebersihan' dipimpin oleh seorangKepala
Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepal9 Suku Dinas.

(3) Seksi Penanggulangan Kebersihan mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Suku Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Suku Dinas sesuai dengan Iingkup tugasnya;

c. melaksanakan kegiatan dan koordinasi operasional pengangkutan
dan Penanganan Kebersihan;

d. mellgatur penataan TPS di wilayah Kota Administrasi;
e. mengatur penggunaan sarana Penanggulangan l<ebersihan;
f. melaksanakan kegiatan bimbingan, korisultasi dan pendampingan

teknis pengolahan dan pemanfaatan sampah; dan
g. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pclaksanaan tugas

Seksi Penanggulangan Kebersihan.

Pasal40

(1) Seksi Peran Serta Masyarakat merupakan satuan kerja Iini Suku
Dinas Kebersihan dalam pelaksanaan pengembangan peran serta
masyarakat.

(2) Seksi Peran Serta Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Suku Dinas. .

(3) Seksi Peran Serta Masyarakat mempunyai tugas :

a. Menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Suku Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen· pelaksanaan
anggaran Suku Dinas sesuai dengan Iingkup tugasnya;

c. melaksanakan publikasi kegiatan operasional Suku Di:las;
d. melaksanakan kegiatan survey respon masyarakat terhadap

kebersihan kota;
e. melaporkan hasil survey respon masyarakat tcrhadap kebersihan

kota kepada Kepala Suku Dinas, diikuti saran tindak lanjut;
f. memonitor pelaksanaan tindak lanjut hasil survey respon

masyarakat terhadap kebersihan kota;
g. menerima, mengolah, memproses dan melaporkan· pengaduan

masalah kebersihan dar! swasta/masyarakat;
h. melaksanakan kegiatan pemberdayaan peran serta masyarakat

dalam pengurangan sampah dan kebersihan Iingkungan;
i. menyusun kcbutuhan sarana penyuluhan dan melaksanakan

kegiatan penyuluhan; dan
j. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas

Seksi Peran Serta Masyarakat.

Pasal41

(1) Seksi Prasarana dan Sarana merupakan Satuan Kerja Iini Suku Dinas
kebersihan dalam pelaksanaan penyediaan dan pemeliharaanl
perawatan prasarana dan sarana kerja teknis kebersihan.

(2) Seksi Prasarana dan Sarana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
yang berkedudukan di bawar. dan bertanggung jawab kepada Kepala
Suku Dinas.
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(3) Seks; prasarana dan Sarana mempunyei tugas:

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Suku Dinas sesuai dengan Iingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Suku Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. menghimpun, menganalisis dan mengajukan rencana kebutuhan
pengadaan/perawatan prasarana dan sarana kerja teknis
keb~rsihan;

d. melaksanakan kegiatan pemeliharaan/perawatan prasarana dan
sarana kerja teknis kebersihan sesuai kewenangannya;

e. melaksanakan kegiatan proses penyediaan prasarana dan sarana
kerja teknis kebersihan;

f. menerima, mencatat, rnenyimpan dan mendistribusikan prasarana
dan sarana kerja teknis kebersihan;

g. melaksanakan kegiatan pengelolaan gudang cabang penyimpanan
prasarana dan sarana kerja teknis kebersihan;

h. menyajikan dan melaporkan persediaan prasarana dan sarana
kerja teknis kebersihan yang ada dalam gudang dan tempat
penyimpanan lainnya;

i. melilksanakan pengelolaan bengkel pendukung pemeliharaanl
perawatim prasarana dan sarana kerja teknis kebersihan;

j. meneliti langsung kelaikan prasarana dan sarana kerja teknis
kebersihan;

k. menghimpun dan mengusulkan penghapusan prasarana dan
sarana kerja teknis kebersihan yang sudah tidak laik pakai; dan

I. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Seksi Prasarana dan Sarana.

Bagian Kesepuluh

Suku Dinas Kebersihan Kabupaten Administrasi

Pasal42

(1) Suku Dinas Kebersihan merupakan Unit Kerja Dinas Kebersihan pada
Kabupaten Administrasi.

(2) Suku Dinas Kebersihan dipimpin oleh seorang Kepala Suku Dinas
yang secara teknis dan administrasi berkedudukan :.li bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kebersihan, serta secara
operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Supati.

Pasal43

(1) Suku Dinas Kebersihan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan
kebersihan di Kabupaten Administrasi.

(2) Urotuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Suku Dinas
Kebersihan menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Suku Dinas;

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokurnen pelaksanaan
anggaran Suku Dinas;

c. pelaksanaan kegiatan pengangkutan sampah dari TPS ke TPSTITPA;
d. pe1aksanaan pengendalian kegiatan pemungutan sampah dari TPS

ke TPSTITPA
e. penYl1sunan kebutuhan ketersediaan, Demelihal'aan dan perawatan

kendaraan operasional pengangkut sampah sesuai dengan Iingkup
tugasnya;

f. pelaksanaan penyediaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana,
sar<;lna dan kendaraan operasional pengangkut sampah sesuai
dengan Iingkup tugasnya;
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g. pemberian bimbingan, konsultasi dan pendampingan teknis
pengelolaan dan pemanfaatan sampah;

h. penerimaan, penatausahaan, penyetoran dan pertanggungjawaban
retribusi kebersihan lingkup Kabupaten Administrasi;

i. pengendalian kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan peraturan
tentang kebersihan lingkungan;

j. pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan peran serta
masyarakat umum dalam pengelolaan kebersihan;

k. pemberian bimhingan, konsultasi. dan pendampingan teknis
pengolahan dar! pemanfaatan sampah kepada masyarakat umum;

I. penerimaan, penatausahaan, penyetoran dan pertanggungjawaban
retribusi kebersihan Iingkup Kabupaten Administrasi;

m.pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang Suku Dinas;
n. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan ketatausahaan Suku

Dinas;
o. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Suku Dinas;
p. pengelolaan gudang cabang penyimpanan prasarana dan sarana

kerja teknis kebersihan Suku Dinas;
q. pengelolaan bengkel pendukung pemeliharaan/perawatan prasarana

dan sarana kerja teknis kebersihan Suku Dinas; dan
r. Perigelolaan kearsipan Suku Dinas; dan
s. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi

Suku Dinas Kebersihan.

(3) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi
Suku Dinas Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 5,
untuk teknis administrasi disampaikan KepalaSuku Dinas kepada
Kepala Dinas dan untuk operasional disampaikan Kepala Suku Dinas
kepada Bupati.

Pasal44

Susunan organisasi Suku Dinas Kebersihan Kaburaten Administrasi
terdiri dari :

a. Kepala Suku Dinas;
b. Subbagian Tata Usaha;
c. Seksi P~nanganan Kebersihan;
d. Seksi Pengendalian dan Peran Serta Masyarakat; dan
e. Subkelompok Jabatan Fungsional.

Pasal45

Kepala Suku Dinas mempunyai tugas :

a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Suku
Dinas :;\ebagaimana dimaksud dalam Pasal 43;

b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbaglan, Seksi dan
Subkelompok Jabatan Fungsional;

c. melaksanakan kerja sama dan koorainasi dengan SKPD/UKPD
dan/atau instansi pemerintah/swasta dan masyarakat dalam rangka
pelaksanaan tugas dan tung£i Suku Dinas;

d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan
fungsi Suku Dinas.

Pasal46

(1) Subbagian Tata Usaha merupakan satuan. kerja stat Suku Dinas
Kebersihan dalam pelaksanaan administrasi Suku Dinas.

(2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Suku Dinas Kebersihan.
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(3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :

a. menyusun bahan reneana strategis dan reneana kerja dan
anggaran Suku Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan reneana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Suku Dinas sesuai dengan Iingkup tugasnya;

e. mengoordinasikan penyusunan reneana strategis dan reneana
kerja dan anggaran Suku Dinas;

d. melaksanakan monitoring, pengendalian, dan evaluasi
pelJksanaan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas;

e. menyusun target penerimaan retribusi kebersihan;
f. menerima dan menyetorkan hasil pungutan retribusi ke Kas

Daerah;
g. melaksanakan pengelolaan kepegawaian Suku Dinas;
h. melaksanakan pengelolaan keuangan dan barang Suku Dinas;
i. melaksanakan surat-menyurat Suku Dinas;
j. melaksanakan kegiatan pengelolaan kearsipan Suku Dinas;
k. melaksanakan penyediaan, pemeliharaan dan perawatan

prasarana dan sarana .kantor Suku Dinas;
I. memelihara kebersihan, keindahan, keamanan, dan ketertiban

kantor;
m:melaksanakan upaeara dan pengaturan aeara Suku Dinas;
n. melaksanakan pengelolaan ruang rapat Suku Dinas;
o. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja,

kegiatan dan akuntabilitas Suku Dinas; dan
p. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas

Subbagian Tata Usaha.

Pasal47

(1) Ssksi Penanganan Kebersihan merupa~an satuan kerja Iini Suku
Dinas Kebersihan dalam pelaksanaan penanggulangan sampah.

(2) S"3ksi Penanganan Kebersihan dipimpin oleh sea,ang Kepala Seksi
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Suku Dinas.

(3) Seksi Penanganan Kebersihan mempunyai tugas :

a. menyusun bahan reneana strategis dan reneana kerja dan
anggaran Suku Dinas sesuai dengan Iingkup tugasnya;

b. melaksanakan reneana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Suku Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. melaksanakan kegiatan dan koordinasi operasional pengangkutan
dan penanggulangan sampah;

d. mengatur penataan TPS di Kabupaten Administrasi;
e. mengatur penggunaan sarana penanggulangan sampah;
f. melaksanakan kegiatan bimbingan, konsultasi dan pendampingan

teknis pengolahan dan pemanfaatan sampah; dan .
g. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas

Seksi Penanganan Kebersihan.

Pasal48

(1) Seksi Pengendalian dan Peran Serta Masyarakat merupakan satuan
kerja lini Suku Dinas kebersihan dalam pelaksanaan pengendalian
dan pengembangan peran serta masyarakat.

(2) Seksi pengendalian Peran Serta Masyarakat dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepadp Kepala Suku Dinas.

(3) Seksi Pengendalian dan Peran Serta Masyarakat mempunyai tugas:

a. menyusun bahan reneana strategis dan reneana kerja dan anggaran
Suku Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
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b. melaksan3kan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Suku Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. melaksanakan pengendalian kepatuhan ·masyarakat terhadap
peraturan tentang kebersihan;

d. melaksanakan koordinasi dan penegakan peraturan perundang­
undangan di bidang kebersihan;

e. melflksanakan pemantauan langsung kebersihan di lapangan
seperti TPS, pantai, pesisir, saluran dan TPA;

f. melaksanakan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA;
g. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas Seksi Dinas

Kebersihan Kecamatan;
h. melaksanakan publikasi kegiatan Suku Dinas;
i. melflksanakan kegiatan survey respon masyarakat terhadap

kebf3rsihan wilayah Kabupaten Administrasi;
j. r.1elaporkan hasil survey respon masyarakat terhadap kebersihan

Kal:Jupaten Administrasi kepada Kepala Suku Dinas, diikuti saran
tinda,k lanjut; .

k. memonitor pelaksanaan tindak lanjut hasil survey respon
masyarakat terhadap kebersihan di Kabupaten Administrasi;

I. menerima, mengolah, memproses dan melaporkan' pengaduan
masalah kebersihan dari swasta/masyarakat;

m.melaksanakan kegiatan pemberdayaan peran serta masyarakat
dalam pengurangan sampah dan kebersihan lin9kungan;

n. menyusun kebutuhan sarana dan melaksanakan kegiatan
penyuluhan; dan .

o. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Seksi Pengendalian dan Peran Serta Masyarakal.

Bagian Kesebelas

Seksi Dinas Kebersihan Kecamatan

Pasal49

(1) Seksi binas Kebersihan Kecamatan merupakan Satua" Kerja Dinas
Kebersihan di bawah Suku Dinas.

(2) Seksi Dinas· Kebersihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (I) hanya untuk kecamatan Kota Administrasi.

(3) Seksi Dinas Kebersihan Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi yang secara teknis dan administrasi berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas dan secara
operasional berkedudukan di bawah' dan bertanggung jawab kepada
Camal. .

(4) Penilaian pelaksanaan pekerjaan Kepala Seksi Dinas Kebersihan
Kecamatan dibuat oleh Camat diserahkan secara tertulis kepada
Kepala Suku Dinas, untuk dicantumkari <.Jalam daftar penilaian Kepala
Seksi Dinas Kebersihan Kecamatan.

(5) Penilaian pelaksanaan pekerjaan sebagClimana dimaksud pacla ayat (4)
wajib dicantumkan Kepala Seksi Dinas Kebersihan Kecamatan dalam
daftar penilaian Kepala Seksi Dinas Kebersihan Kecamatan dan
apabila Kepala Suku Dina.s berkeinginan mengubah penilaian
dimaksud, harus meminta persetujuan tertulis kepada Camal.

Pasal 50

Seksi Dinas Kebersihan Kecamatan mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
Suku Dinas sesuai dengan Iingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran'
Suku Dinas sesuai dengan Iingkup tugasnya;
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c. melaksanakan kegiatan operasional penanganan sampah di tempat
yang sudah ditentukan antara lain, TPS dan/atau sejenisnya, door to
ouor, taman dan jalur hijau;

d. mendata dan menyajikan ketersediaan dan kelaikan TPS di
wilayahriya dan.melaporkan kepada Kepala Suku Dinas;

e. fTlelak~anakan kegiatan pengawasan kondisi sampah pada TPS dan
penanganan sampah oleh mitra usaha;

f. mencatat dan melaporkan hasil kegiatan pengawasan kepada Kepala
Suku Dinas;

g. menampung dan· mengajukan usul mengenai keberSihan wilayah
Kecamatan;

h. melaksanakan kegiatan pengumpulan data dan informasi kebersihan
wilayah Kecamatan;

i. memfasilitasi penanganan kebersihan di wilayah Kecamatan;
j. menyusun potensi retribusi kebersihan wilayah Kecamatnn;
k. melaksanakan pelayanan dan pemungutan retribusi kebersihan serta

melapoJ'kan kepada Kepala Suku Dinas; dan
I. melaporkan dar. mempertanggungjawaban pelaksanaan tugas Seksi

Dinas Kebersihan Kecamatan.

Bagian Keduabelas

Unit Pelaksana Teknis

Pasal51

(1) Dinas Kebersihan dapat mempunyai Unit Pelaksana Teknis untuk
melakSanakan fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat atau
i.mtuk melaksanakan fungsi pendukung terhadap tugas dan fungsi
Dinas.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, organisasi dan tata
kerja Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketigabelas

Kelompok Jabat<ln Fungsional

Pasal 52

(1) Dinas Kebersihandapat mempunyai Jabatan Fungsional;

(2) Pejabat fungsional melaksanakan tugas dalam susurJan organisasi
struktural Dinas.

Pasal53

(1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi Pejabat
fungsional dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional untuk lingkup
Dinas dan Subkelompok Jabatan Fungsional untuk Iingkup Suku
Dinas atau Unit Pelaksana Teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas;

. (2) Kelompok Jabatan Fungsional dan Subkelompok Jabatan Fungsional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua
Kelompok Jabatan Fungsional dan Ketua Subkelompok Jabatan
Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas dan Kepala Suku Dinas atau Kepala Unit
Pelaksana Teknis.

(3) Ketua Kelompok. Jabatan Fungsional dan Ketua Subkelompok
Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat
oleh Kepala Dinas dari Pejabat Fungsional yang dihormati di
kalangan Pejabat Fungsional sesuai keunggulan kompetensi
(pengetahuan, keahlian dan integrita~) yang dimiliki.
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(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional pada Dinas
Keber~ihan diatur dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 54

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas wajib taat dan
berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

(2) Kepala Dinas mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan
SKPD/UKPD, Instansi Pemerintah/swasta dan masyarakat, dalam
rangka ineningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas
dan fungsi Dinas Kebersihan.

Pasal 55

Kepala Dinas, Wakil Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang,
Kepala Suku Dinas, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Subbagian,
Kepala Seksi dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas
Kebersihan wajib melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip
koordinasi, kerja -sama, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, akuntabilitas,
transparansi, efektivitas dan efisiensi.

Pasal56

(1) KepalC\ Dinas, Wa.kil Kepala Dinas, ~ekretaris Dinas, Kep~la Bidang,
Kepala Suku Dlnas, Kepala Unit Pelaksana Teknls, Kepala
Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional
pada Dinas Kebersihan wajib memimpin, mengoordinasikan,
memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas,
membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing.

(2) Kepal9 Dinas, Wakil Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang,
Kepala Suku Dinas, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala
Subbagian, Kepala Seksi, Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dan
pegawai pada Dinas Kebersihan wajib mengikuti dan mematuhi
perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai ketentuan
perunqang-undangan. -

Pasal57

Kepala Dinas, Wakil Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang,
Kepala Suku Dinas, Kepaln Unit Pelaksana Teknis, Kepala Subbagian,
Kepala Seksi dan Ketua Keiompok Jabatan Fungsional pada Dinas
Kebersihan wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas
bawahan masing-rnasing serta mengambil langkah-Iangkah yang
diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi
penyimpar19an.

Pasal58

(1) Kepala Dinas, Wakil Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang,
Kepala Suku Dinas, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala
Subbagian, Kepala Seksi, Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dan
pegawai pada Dinas Kebersihan wajib menyampaikan laporan dan
kendal;:t pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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(2) Atasari yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan
pengambilan keputlJsan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal59

(1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan RB Sekretariat Daerah
melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan
dan terhadap Dinas Kebel'sihan,

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaah kelembagaan,
ketatalpksan3an dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diztur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 60

(1) Pegawai pada Dinas Kebersihan merupakan Pegawai Aparatur Sipil
Nega~a, terdiri atas :

a. Pegawai Negeri Sipil; dan
b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian 'Kerja.

(2) Pongelolaan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
tentang Aparatur Sipil Negara,

(3) Dalam pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, Dinas Kebersihan
mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah melalui BKD berkoordinasi
dengan Biro Organisasi dan RB Sekretariat Daerah.

BABVI

KEUANGAN

Pasal61

(1) Belanja pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kebersihan dibebankan
pada Anggar3n Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2) Pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan' di bidang
keuan'gan negara/daerah,

Pasal62

(1) Pendapatan yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas
Kebersihan merupakan pendapatan daerah.

(2) Pengelolaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan di bidang keuangan negara/daerah.
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BAB VII

ASET

Pasal63

(1) Aset yang dipergunakan oleh Dinas Kebersihan sebagai prasarana
dan sarana kerja merupakan aset daerah dengan status kekayaan
daerah yang tidak dipisahkan.

(2) Pengelolaan aset atau prasarana dan sarana kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan. sesuai dengan ketentuan.
peraturan ,perundang-undangan keuangan negara/daerah dan
ketentuan peraturan perundang-undangan dl bidang pengelolaan
barang milik negara/daerah.

Pasal 64

(1) Prasarana dan sarana kerja yang diterima oleh Dinas Kebersihan
dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi dalam bentuk pemberian,
hibah atau bantuan dari pihak ketiga kepada Dinas Kebersihan dalam
rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya meru::>akan penerimaan
barang daerah. .

(2) Penerima barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
segera dilaporkan kepada Gubernur melalui Kepala BPKAD selaku
Pejab1jt Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sekaligus sebagai
Benda[lara Umum Daerah untuk dicatat dan dibukukan sebagai aset
daerah.

, BAB VIII

PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS

Pasa!65

(1) Dinas Kebersihan, menyusun dan menyampaikan laporan berkala
tahurtan, semester, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu kepada
Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

(2) Laporqn sebagaimana dima!<sud pada ayat (1) antara lain meliputi
laporan:

a. kepegawaian;
b. keuangan;
c. kinerrja,;
d. barang;
e. akurtabilitas; dan
f. kegiatan.

Pasai66

Dalam rangka akuntabilitas Dinas Kebersihan mengembangkan Sistem
Pengendalian Internal.

BAB IX

PENGAWASAN

Pasal66

Pengawasan terhadap Dinas Kebersihan dilaksanakan oleh :

a. Lembaga Negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan
dan tanggung jawab keuangan Negara;·dan

b. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
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BABX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal67

Formasi Jabatan dan Kebutuhan peralatan kerja Dinas Pertamanan dan
Pemakaman diatur/ditetapkan dengan Peraturan Gubernur/Keputusan
Gubernur tersendiri, sesuai dengan kebutuhan, kemampuan keuangan
daerah dan prioritas daerah.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal68

Pada saat Peraturan Gubernur ini mula! berlaku Peraturan Gubernur
Nomor 131 Tahun 2009 tentang Organisa~i dan Tata Kerja Dinas
Kebersihan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal69

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Daerah Khusus ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERA.H PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2014 NOMOR 62099
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